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  ABSTRAK  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

dan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri 

Sipil. 

 

  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 

2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan 

Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah 

Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Lebak Nomor 30 

Tahun 2017. 

 

  - Peraturan  Bupati ini diperlukan Tambahan Penghasilan Pegawai yang 

selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan di luar gaji dan 

tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS di 

lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan dan kondisi 

objektif serta kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. TPP berdasarkan 

beban kerja adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang 

dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas 

waktu normal. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam 

memberikan TPP bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak. 

  

 CATATAN : -  Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 25 Juni 2022. 

 

  -  Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Peraturan Bupati yang 

mencabutnya atau mengubahnya. 

  -   

 


